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P U T U S A N 

358/Pdt.G/2021/PA.Kph 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili 

perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: 

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Jateng, 03 Juni 1972, agama 

Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya 

disebut sebagai Penggugat; 

m e l a w a n 

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kepahiang, 10 April 1969, agama 

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 

23 November 2021 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, 

dengan register perkara nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Kph, telah menerangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat 

pada hari Selasa tanggal 22 September 1998, dengan wali nikah wali 

hakim yang bernama Wali nikah wali hakim, status jejaka dengan 

perawan, dengan mas kawin berupa emas satu gram dibayar tunai 

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 
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yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang 

Lebong pada tanggal 30 September 1998;   

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup 

membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat 

di Kabupaten Kepahiang, kemudian Penggugat dengan 

Tergugat  sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan 

Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah kediaman bersama 

milik Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kabupaten 

Kepahiang, sampai dengan berpisah;   

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah 

melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai keturunan/anak;   

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) 

tahun, kemudian sejak tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang sulit didamaikan;   

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi 

antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:  

a. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai 

keturunan/anak;   

b. Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat dalam hal 

mengurus rumah tangga;   

c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang menyakiti 

hati Penggugat;   

d. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;   

6. Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2021 terjadi puncak perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan karena rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan/anak, kemudian 

Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dan Penggugat meminta 

diceraikan oleh Tergugat lantaran rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat tidak pernah harmonis dan selalu bertengkar, setelah itu 

Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengurus ke Pengadilan 

Agama Kepahiang, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat 

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga saat ini 
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antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 

kurang 1 (satu) bulan;   

7. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan 

damai secara kekeluargaan di tempat Penggugat bekerja, namun 

perdamaian tersebut tidak tercapai lantaran tidak ada solusi untuk 

hidup bersama kembali;   

8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat 

karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak 

mungkin terwujud lagi;   

9. Bahwa, Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Guru di SMPN 01 Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan telah 

mendapat surat Izin perceraian sebagaimana tercantum dalam 

Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : Nomor Tahun 2021 tanggal 22 

November 2021;   

10. Bahwa, Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Kepahiang dan telah mendapat surat izin perceraian sebagaimana 

tercantum dalam Surat Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Plt. 

Kepala Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Kepahiang tanggal 17 November 2021;   

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini;   

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan 

diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama 

Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 

ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:  

PRIMER : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak  satu  Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);   

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;   

SUBSIDER : 
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya;   

  

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat 

tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap 

sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 

358/Pdt.G/2021/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;  

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah 

memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak 

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam 

berperkara ini telah melampirkan Surat Pemberian Izin Perceraian yang 

dikeluarkan oleh Bupati Kepahiang tanggal 22 November 2021 dengan 

Nomor 474.4-442 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama 

Musrini, M.Pd.; 

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, 

dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat; 

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, 

maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab 

gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka 

Penggugat tetap dibebani wajib bukti;  

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut: 

A. Alat bukti surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong 

tanggal 30 September 1998 telah bermeterei cukup serta dinazegelen 

pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P); 

B. Alat bukti saksi 
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1.  Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 

Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi 

mengaku sebagai teman Penggugat, yang dibawah sumpahnya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami 

istri; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup membina rumah 

tangga di rumah kediaman bersama milik Penggugat dengan 

Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan 

berpisah;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

 Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya 

rukun harmonis, setelah itu sejak tahun 2011 sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih 

disebabkan Penggugat danTergugat belum memiliki keturunan dan 

Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; 

 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi 

mengetahui dari cerita Penggugat; 

 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang 

lebih selama 2 bulan yang lalu; 

 Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 

pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi 

mengaku sebagai teman Penggugat, yang dibawah sumpahnya 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami 

istri; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup membina rumah 

tangga di rumah kediaman bersama milik Penggugat dengan 
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Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan 

berpisah;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

 Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya 

rukun harmonis, tetapi setelah 15 tahun yang lalu antara Penggugat 

dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar; 

 Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih 

disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan 

dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat jika terjadi 

perselisihan; 

 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi 

mengetahui dari cerita Penggugat; 

 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang 

lebih selama 2 bulan yang lalu; 

 Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah 

membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;  

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang 

pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun 

lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;  

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam 

berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim 

merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan 

Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, 

karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk 

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 

Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan 

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang 

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan 

Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan 

diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal mana sesuai pula dengan 

pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab 

Al-Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat 

Majelis Hakim, sebagai berikut:  

 

Artinya : “Jika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil 

dua kali, Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat”. 

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah 

berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan 

tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg 

jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah 

terpenuhi;  

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 

01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat 

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam 

perkara cerai gugat ini telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Kepahiang 

Nomor 474.4-442 tahun 2021 tentang Pemberian Surat Izin Perceraian atas 

nama Musrini, M.Pd., dari Bupati Kepahiang tanggal 22 November 2021, 

maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
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Nomor 10 Tahun 1983, Penggugat telah mendapat izin dari atasannya untuk 

melakukan perceraian, oleh karenanya perkara a quo dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat 

adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat, yang semula kehidupan 

rumah tangganya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran disebabkan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat belum dikaruniai anak meskipun sudah dilakukan berbagai upaya 

pengobatan dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat jika 

terjadi perselisihan. Akibatnya sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang 

antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Selama 

berpisah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari 

pihak keluarga; 

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai 

suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk 

membuktikan kebenaran alasan perceraiannya, meskipun Tergugat tidak 

hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik 

yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat 

oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 

R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara 

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;  

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang 

demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di 

persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi 

saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 

171,172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan 

dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian 

serta ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karena itu telah 

memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 

309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima 
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sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat 

bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, 

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai 

berikut:  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup membina rumah 

tangga di rumah kediaman bersama milik Penggugat dengan Tergugat 

yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 yang lalu 

sering terjadi perselisihan disebabkan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat belum dikaruniai anak meskipun sudah dilakukan berbagai 

upaya pengobatan dan Tergugat sering berkata kasar kepada 

Penggugat jika terjadi perselisihan; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah sejak 2 

bulan yang lalu; 

 Bahwa Majelis Hakim dan keluarga para pihak telah berusaha 

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat 

indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak 

dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah 

pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak 

penderitaan yang berkepanjangan bagi istri, dengan demikian dapat 

dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk 

rukun menjadi pasangan suami istri yang sakinah mawwadah warahmah 

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran 

Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli 

Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 

yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim: 

ذ   ي ةلقذئ ةاإذذئ بتا لضذر ال ط
ي التفريق وحينئذ  يطلقهذا القذاضط

يجوز لها أن تطلب من القاضط

 وعجز عن الإصلاح بيذهما

 

Artinya : “Istri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan 

Hakim  dapat menceraikan istri dari suaminya  dengan talak satu 

bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga 

mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut 

diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan 

hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai 

dengan Tergugat patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan 

dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan 

menetapkan jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat 

sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;  

2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;  
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3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) 

Terhadap Penggugat (Penggugat);  

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 08 Desember 

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh 

kami,  Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Rusdi 

Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H. dan Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh 

Hestiana Leonarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

 

Ketua Majelis, 

 

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. 

     Hakim Anggota,                                 Hakim Anggota,  

    

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.    Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.              

                                                                           

Panitera Pengganti, 
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Hestiana Leonarti, S.H. 

 

 

Perincian biaya perkara: 

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00 

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00 

3. Panggilan Penggugat : Rp. 60.000,00 

4. Panggilan Tergugat : Rp. 120.000,00 

5. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00 

6. Redaksi : Rp. 10.000,00 

7. Meterai : Rp. 10.000,00 

 : Rp. 325.000,00 

(tiga ratus dua puluh lima ribu) 
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